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2. Bagaimana Putusan Hakim dalam penegakan perkara Money Loundering

pada Putusan Nomor 847.Pid.B/2013/PN. Mdn ?
1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan
tidak menyimpang dari sasaran pokok peneliti. Oleh karena itu, penulis
memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi

dalam konteks permasalahan yaitu :

1. Kajian Hukum terhadap tindak Pidana Money Loundering dalam Perkara
Narkotika ditinjau dari undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentaﬁg
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi
Kasus Nomor 847.Pid.B/2013/PN. Mdn)”

2. Penegakan dan Proses Hukum dalam pelaksanaan Perkara Money

Loundering Tersebut.
1.4 Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah khususnya skripsi, maka untuk
mempermudah penulisan dalam pembahasan harus disesuaikan dengan judul yang

di ajukan. Timbul pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Money Loundering
dalam perkara Narkotika ?
2. Apakah yang menjadi hambatan Hukum dalam penegakan perkara Money

Loundering tersebut ?
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian.

Pada dasarnya tujuan utama pada penelitian ini adalah memberikan
pemahaman yang benar tentang permasalahan-permasalahan yang telah
dirumuskan, kemudian untuk merumuskan jawaban-jawaban atas permasalahan-

pérmasalahan tersebut.

Dalam lingkup yang lebih khusus utuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kajian Hukum terhadap tindak pidana Money
Loundering dalam perkara narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomof
: 847/Pid.B/2013/PN.Medan.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan-hambatan yang ada dalam

penegakan Tindak pidana Money Loundering dalam perkara Narkotika.

1.5.2 Manfaat Penelitian.
Penelitian ini secara umum bermanfaat bagi para praktisi hukum dan

akademisi hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis : penelitian ini dapat berguna sebagai media pendalaman teori
hukum, khususnya mengenai Tindak pidana Money Loundering dalam perkara

Narkotika

Secara praktis : penelitian ini dapat berfaecdah bagi praktisi hukum dan akademis
hukum, guna terbukanya wawasan tentang tebukanya wawasan tentang
penyelesaian terhadap penegakan Tindak pidana Money Loundering dalam

perkara Narkotika.
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2.1.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Money Loundering

Hal-hal yang tergolong dan dimasukkan sebagai hasil tindak pidana
pencucian uang dapat ditemukan dalam Tindak pidana asal pasal 2 ayat (1) UU
RI No. 8 Tahun 2010

Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyeludupan tenaga kerja,
Penyeludupan Imigran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang
perasuransian, Cukai, Kepabeaan, Perdagangan Orang, Perdagangan senjata
gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan
Uang, Perjudian, Prostitusi, Di bidang perpajakan, Di bidang kehutanan, Di
bidang lingkungan Hidup, Di bidang kelautan dan perikanan, dan Tindak pidana
lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Yang
dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana

tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2.1.2 Hubungan Money Loundering dengan Narkotika
2.1.2.1 Modus Operandi Pencucian Uang

Modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan pencucian uwang secara

umum sebagai berikut

1. Placement (Penempatan)
a. Upaya menempatkan uang tunai ysng berasal dari pidana kedalam
sistem keuangan (finansial sistem) atau menempatkan uang giral (cek,
wesel bank, sertifikat dan deposito)kembali ke dalam sistem keuangan,

terutama dalam sistem perbankan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah *

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun taAIPcaeézsiﬁg%vﬁ%%%asﬁthgfxgﬁ%ég%ald]26/7/24



Boturan N.P Simatupang - Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Laundering .... 14

b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai
pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

¢. Menyeludupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain.

d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan uasa
yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi
kredit/pembiayaan.

¢. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan
pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai
penghargaan/hadiah kepada pihak lain melalui PJK.

f. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, surat berharga,
atau perbuatan lain.

2. Transfer (layering)

a. Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak
pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia
jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil penempatan (placement)
ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan /ayering, akan
menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asl-usul,
sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan
sebenarnyaatas harta kekayaan tersebut.

b. Penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan untuk mendukung
transaksi yang sah.

¢. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan
usaha yang sah atau shell company.

3. Integration
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kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan
rahasia bank yang cukup ketat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah
sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu
transaksi bisnis, pembentukan, dan kegiatan usaha frust fund atau
badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberi ruang gerak
leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat kenangan
di dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan, dana pengelola dana
biasanya sangat berperan dalam metode Offshore Convercions dengan
memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan
perusahaan.

Legitimate Business Conversasions

Dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai
sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan
dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran
lainnya yang kemudian disimpan ke rekening bank atau ditarik atau
ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini
memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama
dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan rekening perusahaan
yang bersangkutan sebagai tempat penampungan hasil ikejahatan yang

dilakukan.

Dari modus operandi yang disebutkan, dapat diamati bahwa pencucian

uang bukan hanya merupakan kejahatan nasional, tetapi juga kejahatan yang

bersifat internasional. Oieh karena itu, harus diberantas dengan cara kerja sama

regional atau internasional melalui forum bilateral atau multirateral.
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menjanjikan keun-tungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat
ini hanya dengan berdagang Narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan
besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan
ekonomi yang sedang dihadapi.

2) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi
muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan
Narkoba secara gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk
mendapat-kan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan
kenikmatan (halusinasi dan eforia) dan yakin korban akan menginginkannya
kembali maka ia diminta untuk membeli. Setelah korban mengalami
ketergantungan dan tidak memiliki uang untuk membeli maka dia diminta
untuk membantu mengedarkan atau menjual atau mempe-ngaruhi teman-
temannya yang lain untuk menggunakan Narkoba juga. Demikian seterusnya
sampai mendapatkan banyak korban-korban baru.

2. Kelompok Pengguna

a. Biasanya mereka memesan Narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk
diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan.

b. Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan
transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain.

c. Setelah mendapatkan barang/Narkoba, kemudian para pengguna
mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang
di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya. Hal ini untuk
menghindari jika ada operasi dari polisi, maka tidak kedapatan atau tidak

ditemukan adanya barang bukti dalam badan/penguasaannya.
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d. Selain itu penggunaan Narkoba sering dilakukan secara bersama-sama di suatu
tempat seperti hotel, tempat kost, rumah pribadi dan lain sebagainya.

3. Mekanisme Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Mekanisme atau proses terjadinya penyalahgunaan Narkoba dapat
dijelaskan sesuai dengan rumus umum terjadinya kejahatan yang telah dikenal
luas di kalangan Kepolisian, yaitu : C = N + K dimana : C
Crime/Kejahatan/Penyalahgunaan Narkoba. N : Niat K : Kesempatan . Niat
adalah sama dengan Demand dalam hukum ekonomi, yaitu timbulmya keinginan
dan permintaan dari seseorang terhadap Narkoba. Dalam teori Psikologi, niat atau
demand ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang satu dengan yang lain saling
mempengaruhi, yaitu :

a. Faktor predisposisi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang
tersebut, seperti adanya gangguan kepribadian, adanya kecemasan, depresi
atau mende-rita suatu penyakit tertentu yang secara medis memerlukan
pengobatan psikotropika dan atau narkotika.

b. Faktor kontribusi adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya
berasal dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh
pada sese-orang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Misalkan
kondisi kell;arga yang tidak utuh (cerai), kesibukan orang tua, hubungan
yang tidak harmonis dalam Kkeluarga, dan lain-lain. Kedua faktor
predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan
membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan.

c. Faktor pencetus adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat

memberikan pengaruh langsung kepada kelompok rentan untuk
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reaksi halusinasi dan eforia sesuai yang diharapkan, sehingga secara
psikologis dan efek farmakologis akan mendorong orang tersebut
mengulanginya lagi, misalkan mengkonsumsi Narkoba setiap ada pesta
atau pada acara-acara tertentu atau setiap bulan sekali dan seterusnya. Dari
hasil penelitian dinyatakan bahwa dari sepuluh orang yang coba-coba,
sembilan orang (90-%) akan berlanjut menjadi ketergantungan.

c. Tahap habitual/kebiasaan
Para pengguna sudah mengkonsumsi Narkoba secara teratur misalnya tiap
minggu atau dua hari sekali. Pada tahap ini telah terjadi toleransi, yaitu
mereka harus meningkatkan dosis pemakaian guna meng-hasilkan efek
atau reaksi yang diharapkan. Konsumsi Narkoba sudah menjadi kebiasaan
dan 95 % sampai 99 % orang yang telah memasuki tahap ini akan
berlanjut menjadi ketergantungan. Orang ini belum terganggu fungsi
sosialnya sehingga masih mampu melakukan pekerjaan atau aktifitas rutin
seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain.

d. Tahap adiksi/ketagihan
Pada tahap ini dapat dipastikan 100 % akan menjadi ketergan-tungan baik
secara fisik, psikologis dan sosial. Penggunaan Narkoba akan dilakukan
setiap hari dan kalau tidak menggunakan maka semua aktifitas atau
pekerjaan rutin menjadi terganggu. Mereka merasa sudah tidak bisa hidup
tanpa Narkoba.

e. Tahap dependensi/ketergantungan
Sama dengan tahap adiksi yaitu telah terjadi ketergantungan baik secara

fisik, psikologis dan sosial, bedanya mereka yang telah memasuki tahap ini
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sudah tidak merasakan lagi nikmat atau “reaksi enak” dari Narkoba,
sedangkan pada tahap adiksi mereka masih dapat menikmati “reaksi enak”
seperti halusinasi, eforia dan lain-lain. Mereka yang masuk dalam tahap ini
mengkonsumsi Narkoba bertujuan hanya untuk menghi-langkan rasa sakit
yang berlebihan dan supaya tidak dianggap sebagai orang gila.
-Penggunaan Narkoba menjadi sangat intensif beberapa kali sehari, karena
begitu reaksi obat/Narkoba sudah habis akan terjadi gejala putus obat
(sakau) seperti rasa sakit yang amat sangat dan tidak tertahan-kan serta
tidak bisa diatasi dengan apa saja kecuali mengkon-sumsi Narkoba lagi.
Dengan demikian mereka sudah tidak mungkin lagi bersosialisasi di
tengah-tengah masyarakat apalagi melakukan aktifitas sehari-hari.
5. Dampak penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan Narkoba ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan
kompleks sebagai berikut :

a. Dampak terhadap pribadi/individu pemakai

b. Terjadi gangguan fisik dan penyakit yang diakibatkan langsung dari efek
samping Narkoba seperti kerusakan dan kegagalan fungsi organ-organ
vital, seperti merusak ginjal, liver, otak (susunan saraf), jantung, kulit dan
lain-lain.

c. Selain itu dapat secara tidak langsung menyebabkan penyakit lain yang
lebih serius diakibatkan perilaku menyimpang karena penga-ruh Narkoba,
seperti tertular HIV/AIDS, Hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin, dan

lain-lain.
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d. Terjadi gangguan kepribadian dan psikologis secara drastis seperti berubah
menjadi pemurung, pemarah, pemalas dan menjadi masa bodoh.

e. Dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena over dosis atau
kecelakaan karena penurunan tingkat kesadaran.

f. Dampak terhadap keluarga antara lainnya Mencuri uang atau menjual
barang-barang di rumah guna dibelikan Narkoba.

g. Perilaku di luar dapat mencemarkan nama baik keluarga. Keluarga
menjadi tertekan karena salah satu anggota keluarganya menjadi target
operasi polisi dan menjadi musuh masyarakat.

h. Dampak terhadap masyarakat/lingkungan social.

6. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

Pendekatan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini
belum benar-benar terpadu dan terlihat setiap instansi atau kelompok masyarakat
bekerja sendiri-sendiri sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Sebenarnya
banyak instansi selain Polri yang memiliki tugas memberantas penyalahgunaan
Narkoba. Belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban,
karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa
mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau
meny;llahgunakan Narkoba.

Peran serta masyarakat sangat rendah karena mereka masih berpan-dangan
bahwa pemberantasan penyalahgunaan Narkoba adalah tugas dan tanggung jawab
polisi. Dengan demikian mereka kurang peduli dan kurang berpartisipasi aktif
dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Ada beberapa LSM yang

peduli dalam penyalahgunan Narkoba seperti GRANAT, GERAM, GANAS dan
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lain-lain. Namun sayangnya kegiatan mereka masih cenderung belum konsisten
dan belum berkesinambungan. Mereka lebih banyak untuk menyoroti dan mencari
kelemahan dan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik/aparat penegak hukum
dari pada melakukan kemitraan, dengan kata lain kadar kemitraannya dengan
aparat penegak hukum masih meragukan.

Sedangkan di lingkungan internal Polri sendiri, kegiatan antar fungsi masih
belum terpadu dan belum terencana secara baik. Yang terkesan hanya kegiatan
represif saja oleh fungsi Reserse. Fungsi Binamitra, Intelijen dan Samapta kurang
proaktif dalam melakukan upaya pre-emtif dan preventif, sebagai contoh bahwa
penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat lebih
banyak menunggu jika ada permintaan dari pihak lain (kelompok masyarakat).

Fungsi Dokkes belum berperan secara maksimal dalam upaya kuratif dan
rehabilitatif, yaitu membantu korban atau pengguna untuk keluar dari
ketergantungan terhadap Narkoba untuk dapat hidup produktif kembali dalam
masyarakat. Saat ini peran Dokkes baru pada tingkat memberikan “back up”
kepada fungsi operasional,-seperti pemberian informasi kepada fungsi Reserse
dalam menentukan tanda-tanda ketergantungan/ sebagai pengguna atau dalam
pembuatan Visum/BAP test urine tersang-ka dan kepada fungsi Binamitra dalam
memberikan materi penyuluhan terhada;'p masyarakat.

Dengan dibentuknya BKNN (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) yang
kemudian diubah menjadi BNN (tahun 2002), yang lebih bersifat operasional,
maka terlihat jelas bahwa penanganan kasus penyalagunaan Narkoba menjadi

lebih terkoordinasi, lebih banyak kasus terungkap dan juga lebih banyak barang
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bukti dapat disita. Dan yang lebih penting lagi adalah akan lebih banyak lagi
generasi muda terselamatkan dari bahaya Narkoba.

7. Faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

a. Faktor internal.

1. Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada
tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat
penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya menjadi
lebih fokus dan terarah, se-hingga diharapkan memperoleh hasil yang
optimal.

2. Telah adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas
mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan
penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emtif, preventif, represif, kuratif
dan rehabilitatif. Tugas pre-emtif dan preventif lebih diperankan oleh
fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif lebih dipe-
rankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabi-litatif lebih
diperankan oleh fungsi Dokkes.

3. Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan
kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pembe-rantasan penyalahgunaan
Narkoba di Indonesia.

b. Faktor Kelemahan.

1. Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya
dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.

2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang

menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara
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mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing
mereka, dan lain seba-gainya.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan
kendala dalam mengejar dan menangkap kelom-pok pengedar.

4. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui
bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan
Narkoba khususnya untuk me-nangkap seorang pengedar, memerlukan
waktu yang sangat panjang atau lama. Sering kali kita harus menggunakan
pancingan dengan menyuruh orang lain untuk berpura-pura sebagai
pembeli atau kita sendiri yang melakukan undercover buy atau pembelian
terselubung. Biasanya kita harus melakukan pancingan atau pembelian
beberapa kali agar dapat berhubungan langsung dengan pengedar, karena
kalau hanya sekali saja maka pengedar tidak akan menemui dan dia akan
menyuruh kurir untuk mengantarkan barang/ Narkoba pesanan kita. Hal
ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar apalagi kita tahu bahwa
harga Narkoba juga relatif mahal.

c. Faktor eksternal.

1. Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres Rl
No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan payung
hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehing-
ga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam
menjalankan penegakan hukum khususnya yang _berkajtan dengan

penyalahgunaan Narkoba.
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Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat
masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial
yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi
stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik
dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain-lain. Kondisi demikian
menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menja-di
meningkat.

Adakalanya dalam suatu kebiasaan tertentu, misalnya di daerah Aceh,
berpandangan bahwa Ganja itu merupakan sejenis sayur yang bermanfaat
untuk kesehatan karena sejak jaman dahulu nenek moyangnya mengkonsumsi
Ganja sebagai sayur/penyedap makanan dan tidak terjadi gangguan. Selain itu
mereka juga berpendapat bahwa tanaman Ganja diperlukan untuk
menyuburkan dan membuat kualitas tanaman lain seperti tembakau menjadi

lebih baik.

2.1.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Money Loundering Dalam

Perkara Narkotika

Faktor penyebab timbulnya pencucian uang begitu kompleks sekali. Berbagai
hal terjadinya praktek ini dapat disebut mulai dari faktor Birokrasi pemerintahan,
sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup
yang dialami rakyat. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinverisasi dalam
beberapa penyebab seperti berikut ini :

1. Faktor rahasia bank (bank secrecy) yang begitu ketat.
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Ketatnya suatu peraturan Bank dalam kerahasiaan atas Nasabah dan data-
data rekeningnya, menyebabkan pemilik data gelap sulit dilacak dan
disentuh.

2. Penyimpanan secara anonymous saving passbook account.
Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk menyimpan dananya

dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim).

Dampak-dampak negatif Money Loundering yang mungkin terjadi sebagai

berikut:

1. Menghambat sektor swasta yang sah

2. Menghambat integritas pasar-pasar keuangan.

3. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
4. Timbulnya distorsi dan ketidaksatabilan ekonomi.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak

6. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi.

~d

Merusak reputasi Negara.

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

2.2 Kerangka Pemikiran

Pencucian uang atau “money laundering ” bertujuan Auntuk melindungi atau
menutupi suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang
akan “dibersihkan”. Aktivitas criminal dimaksud misalnya perdagangan gelap
narkotika (drug trafficking) Dengan demikian, pemicu dari kejahatan pencucian
uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan ini

memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul
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